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Abstrak 
 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis mengenai 
kebijakan hukum dalam penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan 
Umum terhadap Surat Keputusan Walikota Batam Nomor  : KPTS.551.21/PHB-
D/124/III/2014 tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Taksi dalam kasus PT. Blue Bird di Kota Batam. Penelitian ini ditinjau 
dari peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mengetahui apakah dalam 
penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam dimaksud telah berpedoman pada 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 dan Asas 
Kepentingan Umum. 
 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis 
normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi 
pustaka (library research). Setelah semua data terkumpul, maka data kemudian 
diolah dan dianalisis, analisis yang digunakan secara kualitatif maksudnya dengan 
mengelompokkan data aspek - aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil 
kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan secara 
deskriptif. 
 
Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil yang ditinjau oleh peneliti dari 2 
(dua) rumusan permasalahan, pertama mengenai telah sesuai atau tidaknya 
penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam dimaksud dengan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003, kedua mengenai telah 
diterapkan atau tidaknya penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam dimaksud 
pada Asas Kepentingan Umum. 
 
Kata kunci: Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, kasus PT, Blue 
Bird di Kota Batam, Surat Keputusan Walikota Batam, Keputusan Menteri 
Perhubungan. 
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